
BUPATI CLANJUR

PEMTURAN BUPATI CIANJUR

\OVOR IJ TAHUN 2015

TENTANC

PENINJAUAN'IAR]F RETRIBUSI IZIN GANCCUAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAIlA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahiva besarnya tant retribusi izin Cangguan telah
direDpkan d.lam Peraturan Daeran Kabupaten Cianiu.
Nomor 15'lahun 2012 tentang Retribusi Izin Gmgguan
perlu disesuaikan karena besaran tariff rer.ibusi izin
ganggud lidak elektil lagi untuk mengendatikan
permimaan laYanan tersebut:

b, bah{,a sesuai Pasal l0 ayat (3) Peratu.m Daerah
Kabupatcn Clanlur Nomor r5 Tahu. 2012 t€ntmgl
Retnbusi tzin Oangguan, penetapan peninjauan tarit
rekilusi izin gmgguan ditetapkan dengan Peratumn
Bupatii

c. bah*a berdasarkan pertimbmgm sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan hurul b, perlu
meneiapkan Peraru.an Bupati tenhg Peninjauan
Taril Ret.ibusi lzin Ganssuanj

Undang-Undang Nomor 14 'fahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah l<abupaten Dalam
Llngkungan P.opinsi Djaqa Bara! (Berita Nesara
Republik Indoncsia Tahun 1950) sebagainana teiah
diubah densan Undane-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabulaten PuNairdta dan
Kabupatcn Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Noftor 14 Tahun 1950 tentang Pem6entukan Daerah
Dae.ah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
BaaL (kDrbaran Nega.a Rcpublik lndonesia Tanun
1964 Notuo.31, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 2a51)j

Undang-Undang Nomor a Tahun 19al tntang Hukum
A. drd Piddnr (L"n b. b N-9"'. Pep' bl\ .' don.. ',
Tahun i9a1 Nomor 76, Tambahan LembaE. Negara
Republik Indonesia Nodor 3209)l

Undang Undang Nomo. 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Nega.a yang Be.sih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Ncpotismc (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik IndoDesia Nomor 3451);



4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 ientang
Perimbangan Keuangan Antara PemerinEh Pusat dan
Pemerintahe Daerah (Lanbaran Negara Repubtjk
lndonesia 'lahun 200.+ Nomor i26, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)i

5. Undmg-Undang Nomo. 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lcmbaran Negda
Republik lndonesia Tanun 2009 Nomor t3o.
'rambahan Lembdan Nega.a Republik tndonesia

6. UDdmg-Unddg Nornor 32 T.nun 2009 rentdg
Perlindunsa dm Pengelolaa Lingkungm Hidup
(Lembtum Ncgda Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14O, Tambal1a lf,mbdm Nega.a Republik
Indonesia Nomor 5059)j

7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentane
Pe.undans-Undansan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Or1
Nomor a2, Tambahan Lembaran Negda Republlk
lndonesia Nomor 5234)i

a. Undang Urdme Nomor 23 'lahun 2014 tentmg
Pemerintahan Daerah (Lcmba.an Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'lambahd
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5sa7)
sebagaimana telah diubah bebe.apakali terakhir
dengan Un.lane Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenrang
Perubahan &dua Aias UDdang Undang Nomo. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nega.a Republik Indorlcsia lahun 2015 Nomor s3,
Tatubahan Lembaran Nes a Republik Indonesia

9. Undang Undang Nomo. 17 Tahun 2014 tentmg Majelis
Pe.musya$'aratan Rakyat, Dewan Penvakilan Ra]!i,at,
Dewan Pemakilan Daerah dan Dewan PeMakilan
Ra].trat Daerah llembaran Nega.a Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomo. 1a2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 556a)l

10. Peraturd Petuerintah Nomor 27 Tahun 19a3 kntang
Pelaksanaan Iiitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana lLemhdan Nega.a Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambanarl Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 32sa) scbagalmana telah diu6ah
dengan Peraturan Peme.intah Nomor sa Tahun 2010
tentang Pe.ubahan Atas Pcraturan Peme.intah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana (Lehbaran Negara
Republik lndonesia Talun 2010 Nomor 90,'lambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5145)l



11. P€raruran Pemerinlan Nomor 51 Tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampal< Linskungan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor a4,
Tdbanan Lembaran Negara Republik IDdonesia

12. Peraturan Pemennhn Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Nesara
Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 140.
Tambahan Lembdan Negara Republik lndonesia

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenrans

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ll-embaran Negda
Republik lndonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

14. Peratu.a. Pemerintah Nomor 3A Tahun 2007 tentmg
Pembagiao Urusan Pemerintahan Antara Pemerinrah,
PemerinEhan Daerah Provinsi dan Pemerintanan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembdan Negara Republik
lndoncsia'lahun 2007 Nomor a2, Tambahm Lembaran
Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4737);

15. Pe.aruran Pemeiintah Notuo. 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cda Pelaksanaan Tugas dan wewenang 6erta
Kedudukan Keuangm Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayan Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah dlubah dengan Peratu.an
Pemerintan Nomor 23 Tahur 201i rentdg Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomo. 19 Tahun 2010
tentang Tara cara Pelaksanaan Tusas dan Wewenang
serta Kedudukan kuangan cubernur SebaBai Wakil
Pcmerintah di Wllayah P.ovinsi (Lembaran Negda
Republik Indonesia Tahun 201r Nomor 44,'tambahm
lEmbaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 52091;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69'lahun 2010 tentang
'lata Cda Pemberian da. PemanlMlan Insentil
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lehba.an Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tmbahan Letubaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161)l

17. Peraturan Menteri Dalam Nege.i Nomor 13 Tahun 2006
tenlang Pedotuan Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah Lerakhk dengan Perarurd
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentdg
Perubahan Xedua Aias Peraturan Menteri Dalam
Negeri Notuo. 13 Taiu 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerahl

14. Peraturm Menten Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan P.oduk Hukum Daeran;



19. Perarumn Daerah Kabupalen Cianjur Nomor 03 Tahun
200r tenrang Penyidik Pegaiai Negeri Sipil (l€hbard
Daerah Kabuparen Ciantur Tahun 2001 Nomor 44 Seri
c)i

20. Pe.aturan Daeran Xabupaten Cianjur Nomor 03 Tanun
2004 GDtang Urusan Pemerintahan Dae€h {Lembaran
Daerah (abulaten Cidju. Tahun 2008 Nomor 03 Seri
D)i

21. Peraturm DaeEh Kabupaten Cianjur Nomor 15'tahun
2aI2 rente4 Retnbusi Izin canggud (L4mbdan
Daer.n (abupaten Cianjur Talun 2012 Noho.33 Seri
B);

MEMUTUS(ANl

I'4"n"aPkdn : PERA rRlN B Dc-i TENTAI\C
RETRIBUSI IZ]N OAN(}GUAN

pasal I

Tdif retribusi izin gangguan sebagaimana diatu. dalam
Pasal t huruf b angka 4 Peraruran Daeran Kabupaten
Cianjur Nomd l5 Tahun 2012 tentdg Retrlbusi lzin
Gangguan disesuaikan dan dit€ialkan menjadi:
a. luas ruang usaha sampai dcngan 100 m, (serarus

meter persesi) sebesd Rp 7s0,00 (tujuh ratus tima
puluh.upiah)r dan

b. selebihnya sebesar Rp 600 (enao ratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar sctjap o.ang mengetahuioya,

pen6r d,'gan P.r-ruran B p".i iri
dengan penempatannya daLm Berita Daerah Kabupaten

PENINJAUAN TARIF

Diletapkan di Cianjur
pada tanggaL 31 Desember 2ol5
BUPATI CIANJUR,

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



Diundangk@ di Cieju
pada tanggal3l Desember 2015

C]ANJUR,

A]- MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TA]:IUN 2015 NOMOR 43
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